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PEMBERIAN DANA DESA KEPADA DESA ADAT DI BALI 
Oleh :
Ni Putu Wilda Karismawati1
ABSTRACT
There are two types of villages in government system of Bali Province, these are the Official 
Village and the Customary Village. The Financial division of these two Villages in Bali is 
expected to be regulated fairly because those two villages are recognized their existences, 
otherwise the provision of rural funding must also be given to these two villages. Nevertheless, 
the Regulation of Minister of Domestic Affairs No. 113 Year 2014 concerning on Financial 
Management does not regulate the usage of funds for the Customary Village.
This study applied research of normative law that beganl. From the void norm in the 
provision of rural funds to the Customary Villages in Bali. Thus, the result of this research 
is the provision of rural funds to the Customary Village based on the Regulation of the 
Minister of Domestic Affairs No. 37 year 2007 concerning on Guidelines for Rural Financial 
Management and Regulation of Minister of Rural Affairs No. 5 year 2015 about Priority of 
Village Fund Usage year 2015. Meanwhile the responsibility is undertaken by the Customary 
Village which the funds were transferred first to Village Revenues and Expenditures 
Budget (APBDes) of Oficial Village, therefore the Customary Village are obliged to make 
Responsibility Report (SPJ) in each use of funds.
Key Words : Customary Village, Financial Responsibility, Rural Finance
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Udayana, Denpasar, Bal, Alamat: Br. Kalakah, Ds. 
Kalakah, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bal, emal: 
wldakharsma91@gmal.com
2 Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradgma, 
Yogyakarta, hlm.124.
I. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Indonesa merupakan Negara yang 
terbentuk dar tga unsur yang membentuknya 
yatu memlk rakyat, memlk wlayah 
yang jelas dan memlk suatu pemerntahan 
yang berdaulat. Keanekaragaman negara 
ndonesa terlhat dalam berbaga etns suku, 
golongan, agama serta kebudayaan yang 
beranekaragam, sedangkan wlayah ndonesa 
yang merupakan wlayah yang luas yang 
terdr dar rbuan pulau-pulau besar maupun 
kecl.2 Sebaga suatu bangsa yang memlk 
kemajemukan serta keanekaragaman 
yang terbentuk dar berbaga kepulauan 
yang memlk suku bangsa, kebudayaan 
serta agama yang berbeda-beda sehngga 
menjad suatu kesatuan yang tdak tdak 
bsa dlepaskan sebaga cr khas bangsa 
Indonesa.
Menurut Korn yang menyatakan 
bahwa desa sebaga suatu Negara kecl yang 
dsebut dengan Republk Desa.3 Republk 
desa yang dmaksud oleh Korn dsn alah 
desa adat memlk sstem pemerntahannya 
sendr yang merupakan otonom asl dar 
desa tersebut.
3 I Made Suastawa Dharmayuda, 2001, Desa Adat 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, 
Upada Sastra, Denpasar, hlm.5. 
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Desa merupakan bahasa yang serng 
dgunakan oleh masyarakat bal yang 
merupakan kata yang berasal dar bahasa bal, 
yang mana bahasa bal tersebut bersumber 
dar bahasa sansekerta. Menurut Soetardjo, 
kata desa merupakan kata sansekerta yang 
memlk art tanah ar atau tanah kelahran.4
Desa d Bal merupakan pemerntahan 
dbawah kabupaten/kota tdak dbawah 
kecamatan. Pemerntahan desa d bal 
memlk otonom yatu otonom desa, 
otonom desa yang dmaksud dsn alah 
otonom yang ddasarkan pada hak asal 
usul dan adat stadat.5 D Bal dalam suatu 
wlayah desa terdapat dua jens desa, yatu 
Desa Dnas dan Desa Adat. Desa Dnas 
maupun Desa Adat d Bal memlk fungs 
yang berbeda-beda. Desa Dnas menjalankan 
fungs penyelenggaraan pemerntahan, 
sedangkan Desa Adat menjalankan fungs 
penyelenggaraan urusan adat dan agama.
Dalam penyelenggaraan pemerntahan 
Desa Adat maupun Desa Dnas d Bal 
tentunya memerlukan dana dalam pelaksanaan 
kegatan desanya tersebut. Pendapatan Desa 
yang ddapat oleh suatu desa d Bal yatu 
yang memlk sumber dar PADes, Transfer 
dan juga dar pendapatan lan-lan yang 
dberkan kepada desa, yang kesemuanya 
n datur melalu Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes). Kepala desa adalah 
sebaga kepala pemerntahan d desa dan 
juga penanggungjawab dalam pengelolaan 
keuangan desa, dengan dbantu oleh 
bendahara yang dtunjuk sendr oleh kepala 
desa tersebut.
Pemerntahan Desa dalam menjalankan 
kegatannya dwajbkan untuk membuat 
APBDes, n dkarenakan melalu APBDes 
kebjakan desa yang djabarkan dalam 
berbaga program dan kegatan sudah dapat 
dtentukan anggarannya. Dengan demkan 
dalam melaksanakan kegatan pemerntahan 
desa berupa pelayanan, dan pembangunan 
dalam satu tahun anggaran sudah dlakukan 
rancangan anggarannya, bak pendapatan 
maupun pengeluarannya, sehngga dapat 
dlaksanakannya kegatan tersebut.
Sebaga peraturan pelaksana dar 
UU yang mengatur tentang Desa tersebut, 
Permendagr No. 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desan mengatur 
bagamana cara untuk mengelola pendapatan 
yang dterma oleh desa.  Mengngat pula 
bahwa undang-udang yang mengatur 
tentang desa n dawal kemunculannya 
akan memberkan dana desa kepada Desa 
tersebut.
Dana desa dsn termasuk kedalam dana 
transfer, dana transfer merupakan bantuan 
dar pemerntah pusat yang bersumber pada 
APBN. Dana desa n nantnya dpergunakan 
untuk kepentngan pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat desa. Namun 
pemberan dana desa n apabla kta melhat 
dalam Permendagr pengelolaan keuangan 
yang baru n tdak memberkan dana desa 
tersebut kepada Desa Adat. Sehngga dalam 
permendagr n tdak mengatur mengena 
pemberan dana desa tersebut kepada desa 
adat, maka dar tu latar belakang tersebut 
menark bag penuls untuk membuat karya 
lmah berjudul “Pemberan Dana Desa 
Kepada Desa Adat d Bal Berdasarkan 
Permendagr No. 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa”.
4 I Wayan Surpha, 2004, Eksistensi Desa Adat dan Desa 
Dinas di Bali, Pustaka Bal Post, Denpasar, hlm.5-6. 
5 Hanf Nurchols, 2011, Pertumbuhan dan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, 
Jakarta, hlm.65.
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalah datas maka 
tulsan n memlk dua permasalahan, 
yakn:
1. Bagamanakah dasar pemberan dana 
desa kepada desa adat d Bal?
2. Bagamanakah pertanggungjawaban 
atas dana desa yang dberkan kepada 
desa adat?
1.3. Tujuan Penelitian
Peneltan yang dlakukan n tentunya 
memlk tujuan, yatu tujuan umum dan 
tujuan khusus yatu: 
1. Tujuan umumnya yatu agar dapat 
mengetahu bagamana peberan dana 
desa kepada Desa Adat.
2. Tujuan khususnya yatu untuk 
mengetahu dasar dar pemberan dana 
desa yang dberkan kepada desa adat, 
serta untuk mengetahu bagamana 
pertanggungjawaban desa adat atas 
dana desa tersebut.
II. Metode Penelitian
Dalam metode peneltan terdapat 
beberapa hal yang perlu dketahu yatu :
2.1. Jens Peneltan
Dalam peneltan n menggunakan 
peneltan hukum normatf, yatu menelt 
kadah-kadah hukum dalam suatu peraturan 
perundangan yang mengatur mengena dana 
desa kepada Desa Adat.
2.2. Jens Pendekatan
Peneltan terhadap pembagan 
dana desa kepada desa adat d bal n 
dlakukan dengan menggunakan pendekatan 
perundangan serta análss terhadap konsep 
hukum.
2.3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum prmer dalam 
peneltan n yatu peraturan yang terkat 
dengan pemberan dana desa kepada desa 
adat d Bal. Sumber bahan hukum sekunder 
dsn berupa kamus, dan lteratur.6
2.4. Teknk Pengumpulan Bahan
Teknk dalam mengumpulkan bahan 
dsn dlakukan dengan mengumpulkan 
serta menyortr lteratur dan peraturan7 yang 
terkat dengan permasalahan pembagan 
dana desa kepada desa adat d Bal.
2.5. Teknk Analss
Peneltan n melakukan olahan 
terhadap bahan hukum yang terseda 
tersebut dengan cara kualtatf. Analsa 
kualtatf merupakan suatu cara dalam 
menganalsa yang berbentuk penjelasan 
dan pendeskrpsan.8 Analsa kualtatf 
dalam peneltan n menjelaskan dan 
menggambarkan tentang pemberan dana 
desa kepada desa adat d Bal.
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Dasar Pembagian Dana Desa 
Kepada Desa Adat di Bali
Desa adat telah ada dan berkembang 
d Bal sebelum datangnya belanda dan 
memasukkan Desa Dnas dala sstem 
pemerntahan desa d Bal. Desa adat 
sebenarnya telah daku dalam Pasal 18 
ayat (2) UUD 1945 yatu kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak 
tradconal yang melekat padanya tu daku 
dan dhormat oleh negara, yang mana 
kesatuan masyarakat tersebut mash hdup 
6 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian 
Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.52. 
7 Johny Ibrahm, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian 
Hukum Normatif, Bayu Meda, Malang, hlm.284. 
8 Amruddnd an Zanal Askn, 2004, Pengantar Metode 
Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.167.
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dan berjalan sesua dengan perkembangan 
dar masyarakat desa tu sendr dan tdak 
melenceng dar prnsp dasar NKRI, 
sehngga tdak menmbulkan terpecahnya 
Negara Indonesa menjad negara-negara 
kecl. Dar hal tersebut, maka desa adat dan 
desa dnas nampak daku dalam sstem 
pemerntahan d Indonesa. Hak asal usul 
yang dmlk oleh desa adat n merupakan 
hak yang asl dan hak yang palng besar 
dmlk oleh desa adat dbandngkan dengan 
desa pada umumnya. Dar seg hstorsnya 
desa adat dsn merupakan suatu kesatuan 
dar masyarakat hukum adat, desa adat 
dsn memlk batas wlayah dan memlk 
suatu denttas budayanya masng-masng, 
yang nantnya desa adat n dengan hak asal 
usulnya berwenang mengatur dan mengurus 
kepentngan dar masyarakat suatu desa 
adat d bal. Komponen yang membentuk 
adanya masyarakat hukum adat dsn yatu 
keturunan dan wlayah.9
Desa adat merupakan denttas dar 
pulau bal yang memlk unsur dasar yatu 
agama, adat dan budaya, ketga hal n tdak 
dapat dpsahkan dar Desa Adat dan juga 
tdak dapat dlepaskan dar bal. Sepert yang 
dkemukakan oleh Raechelle Rubnsten 
yatu “Balinese tend to agree that so long 
as the are aware of the invisible unity of 
religión, tradition, and cultura, their identity 
will remain intact”.10 Sehngga desa adat 
harus terus dlestarkan dtengah globalsas 
yang semakn menggerus mental masyarakat. 
Desa adat nlah yang akan terus menjaga 
dan melestarkan keaslan dar Bal tu 
sendr dtengah-tengah pesatnya kemajuan 
desa d Bal. Agar tdak menjad desa yang 
tertnggal perkembangannya dbandngkan 
dengan desa dnas, maka desa adat harus 
dperhatkan oleh pemerntah sesua dengan 
UU tentang Desa yang mengaku hak-
hak kesatuan masyarakat adat, termasuk 
hak untuk mengatur dan mengurus drnya 
sendr.
Dalam menjalankan kewenangan yang 
dmlknya, desa adat tentu memerlukan dana 
agar program-program yang drencanakan 
oleh desa adat dapat djalankan dengan bak, 
terutama program yang berkatan dengan 
pelestaran budaya, adat serta agama.
Mengena dana desa yang dapat 
dberkan kepada desa adat sebenarnya 
telah datur dalam Permendesa tentang 
prortas penggunaan dana desa, dalam Pasal 
2 yang menyatakan bahwa dana desa yang 
bersumber dar APBN dberkan kepada 
desa yang kemudan dsebut dana desa dan 
dgunakan untuk mendana segala kegatan 
yang berdasarkan atas kewenangan asal 
usulnya, yang mana aturannya n datur 
sendr oleh desa tersebut. Kewenangan yang 
berskala desa dan berdasar atas hak asal usul 
n yatu hak yang dmlk oleh Desa Adat d 
Bal, sehngga dengan dasar n Desa Adat d 
Bal berhak untuk dberkan Dana Desa dar 
pusat tersebut. 
Dtegaskan pula dalam pasal 3 yang 
menyatakan bahwa kewenangan yang 
berasal dar hak asal usul desa n melput :
a. Penataan dalam sstem organsas dan 
juga penataan dalam kelembagaan 
pada suatu masyarakat adat.
b. Penataan hukum yang terdapat dalam 
masyarakat adat.
9 N’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, 
Setara Press, Malang, hlm.113-114.
10 Raechelle Rubnsten dan Lnda Connor, Staying Local 
in The Global Village Bali in The Twentieth Century, 
1999, Unversty Of Hawa Press, Honolulu Hawa, 
hlm.17.
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c. Hak memlk kepemlkan tradconal 
pada masyarakat hukum adat.
d. Hak untuk mengelola tanah kas Desa 
Adat.
e. Hak dalam mengelola tanah ulayat.
Sehngga dar  uraan tersebut datas, 
Desa Adat tentu mendapatkan dana desa dar 
pusat. Besaran dana desa yang ddapat oleh 
Desa Adat d Bal tentunya akan dhtung 
berdasarkan jumlah Desa Adat yang dmlk 
dalam suatu kabupaten/kota d Bal.
Selan dana desa tersebut Desa Adat 
juga mendaaptkan dana Bantuan Keuangan 
Khusus (BKK) yang dberkan kepada desa 
adat dan subak d bal. Dana bantuan keuangan 
khusus n dberkan oleh Pemerntah Provns 
Bal guna memberdayakan masyarakat 
Desa Adat dan Subak yang merupakan aset 
kebudayaan Provns Bal.
Dengan dkeluarkannya Permendagr 
yang baru n yang mengatur tentang 
pengelolaan keuangan desa, desa adat dan 
subak dbal tdak langsung mendapatkan 
dana bantuan keuangan khusus yang 
dberkan oleh Pemerntah Provns Bal 
tersebut. Namun apabla ddasarkan pada 
Permendagr sebelumnya yang telah lebh 
dulu mengatur mengena pengelolaan 
keuangan desa n, Desa Adat dan Subak 
secara langsung mendapatkan dana Bantuan 
Keuangan Khusus atau yang serng dsebut 
BKK n.
Dengan adanya Permendagr yang 
baru tersebut, BKK atau Bantuan Keuangan 
Khusus tdak akan langsung dberkan 
kepada Desa Adat dan Subak oleh Dnas 
Kebudayaan Provns Bal, namun melalu 
Desa Dnas yang aturannya tersebut telah 
datur dalam Permendagr yang baru mengatur 
tentang pengelolaan keuangan desa tersebut. 
Sehngga Desa Adat berhak atas dana desa 
yang dberkan oleh pusat dan juga berhak 
berhak atas dana bantuan keuangan khusus 
yang dberkan oleh Provns berdasarkan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Sehngga Desa Adat nantnya 
berhak atas dana desa dan dana BKK yang 
pemberannya dlakukan melalu Desa Dnas, 
sehngga segala kegatan yang berkatan 
dengan kewenangan yang dlakukan oleh 
desa adat tersebut telah drumuskan dalam 
APBDes terlebh dahulu sebelum djalankan 
dan drealsaskan oleh Desa Adat.
3.2. Pertanggungjawaban Dana Desa 
Yang Diberikan Kepada Desa Adat
Bal sebaga suatu daerah yang 
memlk keanekaragaman yang cukup 
tngg bak dar seg adat stadat, budaya 
maupun masyarakatnya yang heterogen 
n memlk dua jens desa yang selama 
n berjalan berrngan dalam menghadap 
perkembangan dar suatu desa.
Sampa sekarangpun Bal tdak 
melakukan pemlhan terhadap desa 
mana yang dplh, meskpun telah datur 
untuk dlakukannya pemlhan tersebut. 
Konsekuens dar tdak mendaftarkan salah 
satu desa n tentu saja berkatan dengan 
dana desa yang akan ddapat oleh desa yang 
ddaftarkan ke pusat tersebut.
Dana desa merupakan bantuan 
oleh pemerntah pusat yang sangat 
dharapkan oleh desa semenjak UU desa n 
dundangkan, bak oleh desa dnas maupun 
desa adat. Dana desa n sebaga penunjang 
dalam menjalankan roda pemerntahan guna 
menngkatkan fasltas dan kesejahteraan 
bag masyarakat desa.
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Dana desa yang dberkan ke desa n 
dsesuakan dengan jumlah penduduk, luas 
wlayah serta konds masyarakat suatu desa 
tersebut. Sehngga pemberan dana desa 
dharapkan menjad tepat sasaran.
Pemberan dana desa sebaga program 
dar pemerntah n dharapkan membuat 
desa menjad lebh mandr dalam mengatur 
pemerntahan serta anggarannya sendr. 
Pengelolaan dana desa n merupakan kegatan 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. 
Dana desa merupakan dana pusat yang 
bersumber dar APBN dan nantnya dberkan 
kepada pemerntah desa yang dgunakan 
dalam membaya penyelenggaraan 
pemerntahan desa. Sehngga pemberan 
dana desa kepada desa adat dgunakan untuk 
melaksanakan atau menyelenggarakan 
urusan adat stadat dan agama sebaga 
kewenangan desa adat.
Kewenangan dalam mengelola dana 
desa yang dberkan kepada desa adat 
tentunya menmbulkan berbaga kewajban 
yang dakbatkan oleh dberkannya dana 
tersebut oleh pemerntah pusat. Desa Adat 
dharapkan mampu menjaga dan melestarkan 
kekayaan budaya yang menajad daya Tark 
dar pulau Bal.
Tdak hanya memberkan dana pusat 
tersebut kepada desa adat, namun juga 
memberkan dana BKK keada Desa Adat, 
yang nantnya dengan pendapatan yang 
dperoleh oleh desa adat tersebut dapat 
dpergunakan menjalankan kewenangannya 
sehngga menjaga kelestaran adat dan 
budaya Bal.
Penggunaan dana desa ataupun 
BKK n dpergunakan sepenuhnya untuk 
menjalankan kewenangan adat, agama, dan 
juga untuk pemberdayaan subak. Subak 
merupakan organsas pengaran sawah 
pada masyarakat bal yang gunanya untuk 
menngkatkan taraf hdup ekonom petan.
Subak dsn merupakan wadah 
masyarakat adat yang bersfat sosal relgus 
yang tumbuh dan berkembang sebaga 
organsas tata pengaran sawah d tngkat 
petan desa. Organsas subak n dlandaskan 
atas filosofi Tri Hita Karana yaitu meliputi 
hubungannya dengan Ketuhanan, Hubugan 
manusa dengan sesama manusa, serta 
hubungan manusa dengan lngkungannya, 
yang mana hal n merupakan dasar dalam 
menjaga keharmonsan dan kelestaran 
lngkungan d Bal.11
Keseluruhan dana desa dan juga 
dana BKK yang dberkan kepada  Desa 
Adat sebelum dlmpahkan kepada Desa 
Adat terlebh dahulu dmasukkan kedalam 
APBDes Desa Dnas. In dkarenakan 
desa dnaslah yang daku dalam sstem 
pengelolaan keuangan desa yang ddasarkan 
atas Permendagr tentang pengelolaan 
keuangan desa yang baru tersebut.
Meskpun dana desa n dberkan 
kepada desa adat, namun mekansmenya yang 
dplh tetap melalu desa dnas, sehngga 
menmbulkan kesan bahwa desa adat dbal 
berada dbawah desa dnas, meskpun daku 
kedua-duanya.
11 I Gede Suartka, 2010, Anatomi Konflik Adat di Desa 
Pakraman dan Cara Penyelesaiannya, Udayana 
Unversty Press, Denpasar, hlm.47.
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Mekansme pemberan dana kepada 
Desa Adat n yatu dengan dana desa yang 
dberkan oleh pemerntah pusat maupun 
dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 
yang dberkan oleh Provns Bal kepada 
desa adat n dtransfer terlebh dahulu ke 
rekenng APBDes dar desa dnas.
Setelah dmasukkan kedalam APBDes 
barulah dapat dberkan kepada desa-desa 
adat yang berada d wlayah desa dnas 
tersebut. Dengan dmasukkannya dana 
desa dan dana BKK tersebut kedalam 
APBDes, dalam melaksanakan kegatan 
dar desa adat, bak tu yang berkatan 
dengan adat maupun keagamaan, harus 
dlakukan pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran yang dwujudkan dalam Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) yang nantnya 
Desa Dnas pada akhr masa anggaran 
melaporkan realsas dar dana yang masuk 
kedalam APBDes tersebut.
Kepala Desa Dnas sebaga 
penanggungjawab pelaksanaan dar APBDes 
n menerma pertanggungjawaban dar 
desa-desa adat d wlayah desa dnasnya, 
sehngga Kepala Desa Dnas yang nantnya 
menyampakan pertanggungjawaban 
realsas anggaran tersebut kepada Bupat/
Walkota pada tap akhr dar tahun anggaran 
yang bersangkutan.
Setelah dterma oleh Bupat/
Walkota, selanjutnya Bupat/Walkota juga 
melaporkan realsas dana n kepada Provns 
dan selanjutnya Provns melaporkan 
kembal kepusat. Proses pelaporan hasl 
pertanggungjawaban anggaran yang 
berjenjang n member manfaat untuk salng 
mengkoreks hasl dar realsas anggaran 
yang dpergunakan tersebut.
Banyaknya dana yang akan dkelola 
oleh Desa Adat n, maka desa adat sebaknya 
menngkatkan SDM dar aparatur desa adat 
tersebut, agar memnmalsr ketdaktahuan 
akan penggunaan anggaran dan cara dalam 
mempertanggungjawabkannya.
IV. SIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan uraan tersebut, maka 
dasar dar pemberan dana desa kepada 
desa adat d bal yatu ddasarkan pada 
Permendagr yang lama yang mengatur 
mengena pengelolaan keuangan desa, yang 
mana hal n dlakukan karena Permendagr 
yang baru tdak dapat mengatur mengena 
pemberan dana desa tersebut kepada 
desa adat. Sedangkan dana desa yang 
dberkan kepada desa adat dlakukan 
melalu APBDes dar desa dnas, sehngga 
segala pengeluaran yang dkeluarkan dar 
APBDes tersebut mewajbkan untuk adanya 
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) termasuk 
penggunaan dana tersebut oleh Desa Adat.
b. Saran
Harus dbuatnya pengaturan mengena 
penggunaan dana yang dlakukan oleh desa 
adat dan dharapkan dbuatnya mekansme 
tertentu agar pertanggungjawaban n bsa 
langsung dlakukan oleh Desa Adat sehngga 
tdak melalu Desa Dnas.
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